
BUPATI .MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURANBUPATIMOJOKERTO 
NOMOR lg TAHUN 2017 

TENTANG 
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 YANG DIBAYARKAN PADA 

TAHUN ANGGARAN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a . bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 
sebesar Rp.185.430.370 .000,- (Seratus Delapan Puluh Lima 
Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh 
Ribu Rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pembagian 
dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Angggaran 2016 
dalam penyerapannya masih terdapat sisa dana sebesar 
Rp.2.356.797.600,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh 
Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Enam Ratus 
Rupiah); 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07.2016 tentang Tata 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan 
dan Evaluasi Dana Desa maka perlu rnenetapkan Peraturan 
Bupati ten tang Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang 
dibayarkan pada Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 tentang Peruqahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkaf II Surabaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan ,Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
56); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 
tentang Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Nomor l); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2107 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 10); 

13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 
Tahun 2017; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 
2016 YANG DIBAYARKAN PADATAHUN ANGGARAN 2017. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto. 

2. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
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BABV 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal4 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat. 

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengacu 

pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

Pasal 5 

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal ..?B ~~O.t\ ~t)\)-

MUSTOF 

Diundangkan di Mojokerto 
Pada tanggal ~ pet,roori J2.0 q 
SEKRETARIS DAERAH KAB ATEN MOJOKERTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR lb 



N 
0 

1 

2 

3 

LAMPIRA : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG DANA DE A TAHUN ANGGARAN 2016 
YANG DIBAYARKA PADA TAHUN ANGGARA 20 17 

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 YANG DIBAYARKAN TAHUN ANGGARAN 2017 

KECAMATAN DESA 
BESARAN DANA DESA NOMOR REKENING 

NOMINAL (Rp.) TAHAP I (Rp.) TAHAP II (Rp.) DESA 

PACET Ccpokol imo 612,-188,000 367,492,800 244,995,200 0 162406566 

BANGSAL l. Ku toporong 607,866.000 - 243,146,400 016240510] 

2. Si dom ulyo 597,863,000 - 239,145,200 0 163011603 

JETIS l. Banjarsari 625,233,000 375,139,800 250,093,200 0162625454 

2. Bendung 636.785,000 382,071,000 254,714,000 0162598732 

JUMLAH TOTAL 3,080,235,000 1,124,703,600 1,232,094,000 


